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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang
Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30
Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

c. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan
pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan
benturan kepentingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, b dan ¢ maka dipandang perlu untuk
menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

e. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam
lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan
memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim
Penanganan Benturan Kepentingan Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun
2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian
Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah;
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Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tanggl 4
Juli 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan,
Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal
14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2026;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal
29 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN  HORTIKULTURA NOMOR :  47/KPTS
/OT.050/H.3 /02/2026 TENTANG TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN PUSAT PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA.

Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pusat
Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan
Kepentingan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan
dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

Uraian Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pusat
Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai
berikut:

a. Tim Penanganan Benturan Kepentingan menginformasikan
kepada Kepala Pusat berkaitan dengan tindakan Pegawai
yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;

b. Tim Penanganan Benturan Kepentingan membuat laporan
klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan
mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat
S (lima) setelah adanya informasi;

c. Kepala Pusat menyerahkan penanganan selanjutnya kepada
Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura apabila hasil klarifikasi
benar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diubah dan diatur kembali apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
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Ditetapkandi : BOGOR
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
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Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan

Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 47/KPTS/OT.050/H.3/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

NO. NAMA /NIP JABATAN JABATAN
DALAM TIM
1 Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., Kepala Pusat Perakitan Ketua
M.Si. dan Modernisasi
NIP 197804232002122002 Pertanian Hortikultura
2 Dian Kurniasih, M.P. Ketua Kelompok Sekretaris
NIP 198105122009122004 Program dan Evaluasi
3 | Eman Sulaeman, S.P., M.Si. Kepala Bagian Tata Anggota
NIP 197110232006041012 Usaha
4 U. Humaedah, S.P., M.Si. Ketua Kelompok Anggota
NIP 198301272008012002 Kerjasama dan
Penyebarluasan Hasil
Pertanian
S Andy Pramurjadi, S.Komp., M.T. Ketua Tim Kerja Program Anggota
NIP 197110022000031001
6 Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si. | Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 197508282006042031 Perakitan dan
Modernisasi Pertanian
7 Astuti, S.E., M.M. Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 198812222020122001 Pengelolaan Sumber
Daya Manusia
8 Rieska Rahmawati, S.E. Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 198801172014032001 Keuangan dan Barang
Milik Negara
9 Wisnu Ardi Pratama, S.P., M.Si. Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 198408212014031003 Penyebarluasan
Hasil
10 | Khoirun Enisa Maharina, S.P., M.P. | Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 199111302018012001 Pengelolaan Kerjasama
11 | Shinta Hartanto, M.Biotech Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 198604212014032001 Layanan dan Penilaian
Kesesuaian
12 | Aida Fildzah, S.Si. Ketua Tim Kerja Anggota
NIP 199502072020122011 Evaluasi dan Pelaporan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002
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